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Abstrak
Dalam kegiatan ekonomi Islam, akad adalah hal yang sangat
penting karena menjadi dasar dari setiap bentuk kerja sama atau
transaksi. Akad bukan hanya sekadar perjanjian, tetapi juga
mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab antara
pihak yang terlibat. Tanpa akad yang benar, sebuah transaksi tidak
akan diakui secara hukum Islam. Oleh sebab itu, memahami konsep
dasar akad sangat dibutuhkan, terutama dalam dunia muamalah dan
perbankan syariah. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau
perjanjian, sedangkan secara istilah, akad adalah kesepakatan
antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum. Dalam
praktiknya, akad mencerminkan komitmen bersama yang dilakukan
dengan kesadaran dan kerelaan tanpa ada paksaan. Dalam Islam,
setiap akad tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai ibadah,
karena di dalamnya terdapat unsur kejujuran dan amanah yang harus
dijaga. Rukun akad merupakan unsur utama yang harus ada agar
suatu akad bisa dianggap sah. Rukun-rukun tersebut terdiri dari pihak
yang berakad, objek yang diakadkan, ijab gabul (pernyataan saling
setuju), dan tujuan akad itu sendiri. Jika salah satu dari unsur tersebut
tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Oleh karena itu,
pemahaman tentang rukun akad sangat penting agar transaksi
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.Selain rukun, ada juga
syarat-syarat akad yang perlu diperhatikan. Syarat-syarat ini
memastikan bahwa akad dilakukan dengan cara yang benar dan adil.
Syarat sah memastikan bahwa akad dilakukan tanpa paksaan dan
objeknya jelas, syarat lazim membuat akad tetap berlaku kecuali ada
pembatalan yang sah, sedangkan syarat nafadz menandakan kapan
akad bisa dilaksanakan. Dengan memenuhi semua syarat ini,
transaksi akan berjalan secara jujur dan saling menguntungkan.
Dalam perbankan syariah, penerapan akad terlihat dalam berbagai
produk keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi.
Setiap produk menggunakan jenis akad yang berbeda, misalnya
murabahah untuk jual beli, mudharabah untuk bagi hasil, atau ijarah
untuk sewa. Melalui penerapan akad-akad ini, bank syariah dapat
beroperasi tanpa melanggar prinsip Islam dan terhindar dari unsur
riba, ketidakjelasan (gharar), serta perjudian (maisir).Secara
keseluruhan, memahami konsep dasar akad membantu kita melihat
bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan ekonomi
modern. Akad tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga tentang
kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap transaksi.
Dengan penerapan akad yang sesuai syariah, diharapkan kegiatan
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muamalah dan perbankan Islam dapat menciptakan sistem
keuangan yang adil, transparan, serta membawa manfaat bagi
banyak orang.

Kata Kunci: Akad, muamalah dalam Islam, rukun dan syarat akad,
prinsip syariah, transaksi ekonomi Islam, perbankan syariah.

Abstract

In Islamic economic activities, contracts are crucial because they form
the basis of every form of cooperation or transaction. Contracts are not
simply agreements; they also reflect the values of honesty, fairness, and
responsibility between the parties involved. Without a proper contract, a
transaction will not be recognized under Islamic law. Therefore,
understanding the basic concepts of contracts is essential, especially in
the world of muamalah (Islamic transactions) and Islamic banking.
Linguistically, contract means a bond or agreement, while in terms of
terms, it is an agreement between two parties that has legal
consequences. In practice, contracts reflect a mutual commitment made
consciously and willingly without coercion. In Islam, every contract has not
only legal value but also religious value, as it contains elements of honesty
and trustworthiness that must be maintained. The pillars of a contract are
the main elements that must be present for a contract to be considered
valid. These pillars consist of the parties to the contract, the object of the
contract, the ijab gabul (statement of mutual agreement), and the purpose
of the contract itself. If one of these elements is not fulfilled, then the
contract is considered void. Therefore, understanding the terms of the
contract is very important so that transactions run in accordance with
sharia provisions. Apart from harmony, there are also contract terms that
need to be considered. These terms ensure that the contract is carried out
in a correct and fair manner. Valid conditions ensure that the contract is
carried out without coercion and its object is clear, ordinary conditions
ensure that the contract remains valid unless there is a valid cancellation,
while nafadz conditions indicate when the contract can be carried out. By
fulfilling these requirements, transactions will run honestly and be
mutually beneficial. In Islamic banking, the application of contracts is
evident in various financial products such as savings, financing, and
investments. Each product uses a different type of contract, for example,
murabahabh for buying and selling, mudharabah for profit sharing, or ijarah
for renting. Through the application of these contracts, Islamic banks can
operate without violating Islamic law and avoid elements of usury (riba),
uncertainty (gharar), and gambling (maisir). Overall, understanding the
basic concepts of contracts helps us see how Islamic values are applied
in modern economic life. Contracts are not only about law, but also about
honesty, responsibility, and blessings in every transaction. By
implementing Sharia-compliant contracts, it is hoped that Islamic banking
and muamalah activities can create a fair, transparent financial system
that benefits many people..

61



An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025, 60 - 68

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Keywords: Contracts, transactions in Islam , pillars and conditions of
contracts, sharia principles , Islamic economic transactions , sharia
banking.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, akad memiliki peran yang sangat penting
sebagai dasar dari setiap kegiatan muamalah, baik dalam bentuk transaksi
sederhana antarindividu maupun dalam praktik perbankan syariah yang lebih
kompleks. Akad bukan sekadar perjanjian atau kontrak, tetapi juga mencerminkan
nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling ridha yang menjadi prinsip utama dalam
ajaran Islam. Melalui akad, hubungan ekonomi tidak hanya diatur secara hukum
duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menuntut tanggung jawab
moral di hadapan Allah SWT.Perkembangan lembaga keuangan syariah di
Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep dasar akad menjadi
semakin penting. Setiap produk perbankan syariah, seperti pembiayaan
murabahah, musyarakah, atau ijarah, berlandaskan pada akad yang sah menurut
syariah. Oleh karena itu, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan
syarat-syaratnya. Rukun akad mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad,
sighat (lafaz ijab dan gabul), serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan
syariah. Sementara itu, syarat akad berkaitan dengan kejelasan, kerelaan, serta
tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan), riba, dan maysir (judi).

Dalam konteks muamalah dan perbankan syariah, penerapan akad tidak
hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi instrumen untuk menjaga keadilan
dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman yang benar terhadap
konsep akad akan membantu lembaga keuangan syariah dalam menciptakan
produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Dengan

demikian, pembahasan mengenai pengertian, rukun, dan syarat akad
menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam dalam rangka memperkuat
fondasi praktik muamalah dan perbankan syariah di era modern.Muamalah dan
perbankan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi
Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam muamalah dan
perbankan syariah, akad menjadi salah satu konsep dasar yang sangat penting.
Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam konteks muamalah dan perbankan
syariah, akad digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi keuangan dan
bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian akad dalam muamalah dan perbankan syariah sangat luas
danmencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan lain-
lain. Setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut
sah dan mengikat. Rukun akad adalah unsur-unsur yang harus ada dalam akad,
sedangkan syarat akad adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar
akad tersebut sah.Dalam muamalah dan perbankan syariah, rukun dan syarat
akad sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan bisnis
yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Rukun akad yang umum digunakan
dalam muamalah dan perbankan syariah antara lain adalah adanya ijab
(penawaran) dan gabul (penerimaan), adanya pihak-pihak yang berakad, dan
adanya objek akad yang jelas. Sedangkan syarat akad antara lain adalah adanya
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kerelaan antara pihak-pihak yang berakad, tidak adanya gharar (ketidakjelasan)
dan maisir (perjudian), serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan memahami konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat
syariah dalam muamalah dan perbankan, kita dapat memahami bagaimana
transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dapat
dilakukan. Selain itu, pemahaman tentang akad dan prinsip syariah juga dapat
membantu kita dalam menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip syariah
dalam melakukan transaksi keuangan dan bisnis.Dalam jurnal ini, kita akan
membahas lebih lanjut tentang konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat
syariah dalam muamalah dan perbankan. Kita juga akan membahas tentang jenis-
jenis akad yang umum digunakan dalam muamalah dan perbankan syariah, serta
contoh-contoh aplikasinya dalam praktek. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini
dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang muamalah dan perbankan
syariah serta aplikasinya dalam praktek.

B. KAJIAN TEORI
Potensi Ekonomi Kreatif

Potensi ekonomi kreatif dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam
memanfaatkan sumber daya lokal untuk menciptakan produk bernilai tambah
melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan budaya. Kota Binjai memiliki sumber
daya alam dan budaya yang cukup kaya, mulai dari kuliner khas, seni tradisional,
hingga kerajinan tangan. Keunikan tersebut menjadi modal penting dalam
mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal
(Kemenparekraf, 2021).

Selain itu, potensi ekonomi kreatif semakin terlihat dari daya tarik
masyarakat urban yang cenderung mengapresiasi produk dengan keunikan dan
nilai estetika tinggi. Produk kuliner khas Binjai seperti rambutan dan olahan
pangan lokal memiliki daya saing yang kuat bila dikembangkan dengan sentuhan
inovasi (Lubis, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diubah
menjadi peluang bisnis kreatif yang bernilai ekonomi.

Faktor geografis Binjai juga mendukung pertumbuhan sektor kreatif.
Kedekatan dengan Kota Medan memberikan akses pasar yang luas serta peluang
integrasi dengan jaringan distribusi regional. Penelitian Nasution & Siregar (2021)
menunjukkan bahwa lokasi strategis sangat berperan dalam mempercepat
penetrasi produk kreatif ke pasar yang lebih besar. Kondisi ini memperkuat Binjai
sebagai kota satelit dengan potensi ekonomi kreatif tinggi.

Komunitas kreatif yang tumbuh di Binjai merupakan potensi sosial yang
tidak kalah penting. Komunitas ini mencakup sektor kuliner, seni pertunjukan,
fesyen, serta industri digital. Keberadaan komunitas memberikan ruang
kolaborasi, berbagi ide, dan mendorong inovasi kolektif yang berdampak pada
kualitas produk (Dahrani, Saragih, & Ritonga, 2022). Dengan demikian, komunitas
kreatif dapat dipandang sebagai motor penggerak yang mendukung keberlanjutan
sektor ini.

Dukungan pemerintah juga menjadi salah satu potensi dalam
mengembangkan sektor kreatif. Program pelatihan, bantuan modal, serta
pembinaan manajemen usaha yang mulai diterapkan oleh pemerintah daerah
memberikan arah yang positif, meski implementasinya masih perlu diperkuat
(Lubis, 2024). Dengan dukungan regulasi yang konsisten, sektor kreatif dapat
semakin berkembang pesat di Binjai.
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Potensi digitalisasi juga menjadi aspek krusial. Pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran produk melalui e-commerce dan media sosial mampu
memperluas jangkauan konsumen sekaligus meningkatkan efisiensi usaha
(Suharsono & Hidayat, 2023). Digitalisasi membuka peluang bagi pelaku kreatif
Binjai untuk menembus pasar nasional maupun internasional tanpa harus
berpindah dari daerah asal.

Kreativitas dan inovasi pelaku usaha menjadi faktor penentu potensi sektor
ini. Menurut Purnomo (2024), kemampuan berinovasi baik dari sisi produk maupun
strategi pemasaran menjadi pembeda utama yang meningkatkan daya saing
ekonomi kreatif. Pelaku usaha di Binjai yang mampu menggabungkan nilai lokal
dengan tren global memiliki peluang besar untuk bersaing.

Dengan seluruh faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi
kreatif di Binjai terletak pada kombinasi antara kekayaan budaya lokal, dukungan
komunitas, akses pasar yang strategis, serta peluang digitalisasi. Potensi ini,
apabila dikembangkan dengan strategi yang tepat, dapat memberikan kontribusi
signifikan bagi perekonomian daerah.

Tantangan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan ekonomi kreatif di
Kota Binjai tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama
adalah keterbatasan akses permodalan. Banyak pelaku usaha kreatif yang masih
kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena
keterbatasan agunan dan rendahnya pemahaman administrasi keuangan (Lubis,
2024). Kendala ini membatasi kemampuan mereka dalam mengembangkan
usaha.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku
usaha kreatif. Meskipun teknologi digital memberikan peluang besar, banyak
pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan platform digital secara optimal.
Studi Suharsono & Hidayat (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan
digital menjadi penghambat signifikan dalam perluasan pasar produk kreatif.

Selain itu, lemahnya kemampuan manajerial dan perencanaan usaha juga
menjadi kendala utama. Pelaku usaha kreatif di Binjai seringkali lebih fokus pada
produksi tanpa memperhatikan aspek pemasaran, branding, dan strategi bisnis
jangka panjang (Nasution & Siregar, 2021). Akibatnya, daya saing produk lokal
masih terbatas dalam menghadapi kompetisi dengan produk serupa dari daerah
lain.

Infrastruktur pendukung seperti fasilitas produksi, ruang kreatif, dan pusat
distribusi juga masih minim. Keterbatasan ini membuat pelaku usaha kesulitan
untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga konsistensi kualitas produk
(Purnomo, 2024). Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk
menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan.

Dukungan kebijakan pemerintah meski sudah ada, namun
implementasinya masih dianggap belum maksimal. Program pembinaan sering
kali tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas
pelaku usaha masih terbatas (Lubis, 2024). Kurangnya koordinasi antar instansi
terkait juga memperlemah efektivitas kebijakan.

Selain itu, tantangan lain datang dari persaingan global yang semakin
ketat. Produk-produk kreatif lokal harus mampu bersaing dengan produk serupa
yang lebih inovatif dan memiliki kualitas lebih baik dari daerah lain maupun dari
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luar negeri (Kemenparekraf, 2021). Hal ini menuntut pelaku usaha kreatif Binjai
untuk terus meningkatkan kualitas dan berinovasi.

Kendala dalam membangun jejaring dan kolaborasi juga menjadi
hambatan tersendiri. Tanpa adanya kerja sama antar pelaku usaha, komunitas,
pemerintah, dan akademisi, pengembangan ekonomi kreatif akan berjalan lambat
(Dahrani, Saragih, & Ritonga, 2022). Padahal, kolaborasi multipihak sangat
penting dalam membangun ekosistem yang kondusif.

Dengan demikian, tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Binjai
bersifat multidimensi, meliputi keterbatasan permodalan, literasi digital,
infrastruktur, manajemen usaha, hingga kebijakan yang kurang efektif. Untuk
menjawab tantangan ini diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif
agar sektor kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Judul Penelitian: Analisis Konsep Dasar Akad, Pengertian, Rukun, dan
Syarat Syariah dalam Muamalah dan Perbankan

Jenis Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) yang menggunakan metode analisis deskriptif-kritis.

Sumber Data:

- Sumber primer: kitab-kitab figh muamalah, buku-buku tentang perbankan
syariah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan muamalah dan
perbankan syariah.

- Sumber sekunder: artikel-artikel jurnal, buku-buku pendukung, dan
sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data:

- Studi pustaka: peneliti melakukan studi pustaka terhadap sumber-
sumber primer dan sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

- Analisis dokumen: peneliti melakukan analisis dokumen terhadap
sumber-sumber primer dan sekunder untuk memperoleh data yang relevan.

Metode Analisis Data:

- Analisis deskriptif: peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap data
yang diperoleh untuk menggambarkan konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan
syarat syariah dalam muamalah dan perbankan.

- Analisis kritis: peneliti melakukan analisis kritis terhadap data yang
diperoleh untuk menilai kekuatan dan kelemahan konsep dasar akad, pengertian,
rukun, dan syarat syariah dalam muamalah dan perbankan.

Teknik Analisis:

- Analisis tematik: peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang
diperoleh untuk mengidentifikasi tema-tema yang terkait dengan konsep dasar
akad, pengertian, rukun, dan syarat syariah dalam muamalah dan perbankan.

- Analisis komparatif: peneliti melakukan analisis komparatif terhadap data
yang diperoleh untuk membandingkan konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan
syarat syariah dalam muamalah dan perbankan dengan praktek yang ada..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
tentang konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat syariah dalam
muamalah dan perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek muamalah dan
perbankan syariah.
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Dengan menggunakan metodologi penelitian ini, diharapkan penelitian
ini dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang
konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat syariah dalam muamalah dan
perbankan

Dalam ajaran Islam, akad merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas
muamalah. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian antara dua pihak
yang saling bersepakat. Dalam konteks hukum Islam, akad diartikan sebagai
kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum, seperti
perpindahan hak milik, pemindahan tanggung jawab, atau timbulnya kewajiban
tertentu. Akad tidak hanya bernilai hukum duniawi, tetapi juga mengandung nilai
ibadah, karena setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi niat yang baik,
kejujuran, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

Akad merupakan salah satu konsep dasar dalam muamalah dan
perbankan syariah. Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam muamalah
dan perbankan syariah, akad digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi
keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sah dan
sesuai dengan syariah akan menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dan
pasti bagi pihak-pihak yang terkait.

Pengertian akad dalam muamalah dan perbankan syariah sangat luas
dan mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan lain-
lain. Akad dapat berupa akad jual beli, akad sewa, akad bagi hasil, atau akad
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam muamalah dan perbankan
syariah, akad harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariah,
seperti adanya kerelaan antara pihak-pihak yang berakad, tidak adanya gharar
(ketidakjelasan) dan maisir (perjudian), serta tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.

Dalam praktik muamalah, akad menjadi dasar sah atau tidaknya sebuah
transaksi. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dianggap
sah menurut syariah. Adapun rukun akad meliputi empat hal, yaitu:

(1) pihak-pihak yang berakad (‘agidain)

(2) objek akad (ma’qud ‘alaih)

(3) pernyataan ijab dan gabul (sighat al-‘aqd)

(4) tujuan akad (magsud al-‘aqd).

Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum (baligh,
berakal, dan tidak berada di bawah paksaan), sementara objek akad harus jelas,
halal, dan dapat diserahkan. Sighat atau pernyataan akad harus diucapkan
dengan jelas dan saling ridha, tanpa ada unsur penipuan, gharar (ketidakpastian),
atau paksaan.

Syarat syariah dalam muamalah dan perbankan adalah ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip
syariah. Syarat syariah yang umum digunakan dalam muamalah dan perbankan
syariah adalah tidak adanya gharar (ketidakjelasan) dan maisir (perjudian), serta
tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, akad juga harus memenuhi
syarat-syarat lain yang telah ditentukan oleh syariah, seperti adanya kerelaan
antara pihak-pihak yang berakad dan tidak adanya penipuan atau kecurangan.

Dalam konteks perbankan syariah, akad menjadi landasan utama dalam
setiap produk dan layanan keuangan. Setiap jenis pembiayaan, simpanan,
maupun investasi harus berlandaskan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
Misalnya, produk murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah
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(bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), serta ijarah (sewa menyewa)
semuanya berakar dari konsep akad yang telah diatur dalam figh muamalah. Bank
syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai
lembaga yang menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam
setiap transaksi

E. KESIMPULAN

Dalam muamalah dan perbankan syariah, akad merupakan konsep dasar
yang sangat penting. Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pengertian akad
dalam muamalah dan perbankan syariah sangat luas dan mencakup berbagai
jenis transaksi, seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan lain-lain.

Rukun akad yang umum digunakan dalam muamalah dan perbankan
syariah adalah adanya ijab (penawaran) dan gabul (penerimaan), adanya pihak-
pihak yang berakad, dan adanya objek akad yang jelas. Selain itu, akad juga harus
memenuhi syarat-syarat syariah, seperti tidak adanya gharar (ketidakjelasan) dan
maisir (perjudian), serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan memahami konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat
syariah dalam muamalah dan perbankan, kita dapat memahami bagaimana
transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dapat
dilakukan. Selain itu, pemahaman tentang akad dan prinsip syariah juga dapat
membantu kita dalam menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip syariah
dalam melakukan transaksi keuangan dan bisnis.

F. SARAN

Bagi para praktisi muamalah dan perbankan syariah, penting untuk
memahami konsep dasar akad, pengertian, rukun, dan syarat syariah dalam
melakukan transaksi keuangan dan bisnis. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan
dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam melakukan transaksi
keuangan dan bisnis . Dengan demikian, diharapkan bahwa muamalah dan
perbankan syariah dapat berkembang dan menjadi pilihan yang lebih baik bagi
masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan bisnis yang sesuai dengan
prinsip syariah.
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